Pemilihan energi: Bagaimana energi nuklir sudah membebani kita
Orang Australia sudah menanggung biaya dari perpecahan politik dalam kebijakan energi, jadi memasukkan manfaat yang dipertanyakan dari energi nuklir ke dalam debat pemilu hanya akan menambah biaya.
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Warga Australia sudah menanggung biaya akibat perpecahan politik dalam kebijakan energi, jadi memasukkan manfaat yang dipertanyakan dari energi nuklir ke dalam debat pemilu hanya akan menambah beban biaya.
`
Warga negara telah membayar harga atas perpecahan politik mengenai masa depan energi Australia — dan kini kebijakan nuklir Koalisi secara efektif membebani kantong mereka bahkan sebelum pemilih memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah kebijakan tersebut menjadi bagian dari transisi energi nasional.
Semua warga Australia menanggung biaya akibat kurangnya pendekatan bipartisan dalam mencapai target emisi nasional dan global. Hal ini karena ketidakpastian menciptakan risiko bagi investor, dan risiko ini menambah premi pada biaya pembiayaan proyek energi besar — biaya yang harus dikembalikan.
Menambahkan rencana nuklir Koalisi ke dalam campuran ini hanya memperburuk ketidakpastian bahkan sebelum analisis mengenai jalur mana yang lebih murah, lebih tepat, atau paling tepat waktu untuk transisi energi kita.
Namun, energi nuklir tidak boleh dilarang secara hukum sebagai bagian potensial dari campuran energi masa depan Australia. Ada argumen yang kuat untuk mencabut larangan legislatif terhadapnya guna membuka fleksibilitas, terutama karena beberapa persen terakhir dalam mencapai sistem energi bebas karbon pada akhir 2040-an akan mahal terlepas dari opsi yang dipilih.
Di mana kita sekarang?
Menjelang pemilu federal, Australia kembali berada di persimpangan jalan politik dalam responsnya terhadap perubahan iklim.
Meskipun telah lebih dari satu dekade perdebatan yang dipicu oleh partai-partai politik, kita masih belum memiliki pendekatan yang terpadu dalam hal energi atau mencapai target emisi. Pada pemilu ini, kita masih harus memilih antara dua jalur untuk mendekarbonisasi sektor listrik Australia.
Pemerintah Buruh mempertahankan target 82 persen listrik terbarukan pada 2030, meskipun trennya mengalami tekanan. Instalasi terbarukan telah stagnan, meskipun 2024 diperkirakan akan mencatat rekor 4,3 GW proyek solar dan angin skala besar yang disetujui dan 3,2 GW solar atap skala kecil yang terpasang.
Alasan perlambatan ini kompleks, tetapi sebagian disebabkan oleh kesulitan koneksi untuk pembangkit energi terbarukan skala besar dan penolakan masyarakat terhadap jaringan transmisi serta pembangkit angin dan surya.
Rencana Koalisi
Koalisi memiliki target net-zero 2050 yang sama dengan Partai Buruh, tetapi belum menyediakan target interim.
Alih-alih, mereka berjanji untuk memasukkan tenaga nuklir sebagai bagian dari campuran energi, dimulai dengan dua reaktor modular kecil, yang biasanya berkapasitas di bawah 300 MW, yang akan beroperasi pada tahun 2035 di South Australia dan Western Australia.
Belum ada reaktor modular kecil komersial yang dibangun di dunia Barat, dan contoh-contohnya hanya ada di China dan Rusia.
Jika reaktor skala besar terbukti menjadi opsi yang lebih baik, Koalisi berencana untuk memulai produksi listrik dari reaktor-reaktor ini pada tahun 2037 di dua lokasi di Queensland dan New South Wales, serta satu lokasi di Victoria.
Ada juga keraguan bahwa jadwal nuklir Koalisi dapat tercapai. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa waktu konstruksi terbaru di Barat jauh melebihi satu dekade, meskipun di negara-negara seperti Uni Emirat Arab dengan sistem regulasi dan tata kelola yang berbeda, waktu konstruksi kurang dari sembilan tahun.
Menjaga opsi terbuka
Namun, sebelum pembangkit listrik nuklir dapat dibangun, Australia terlebih dahulu perlu membuat rencana dan sistem regulasi.
Hal itu dapat memakan waktu hingga lima tahun, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin sosial.
Ada argumen bahwa Australia seharusnya melakukan ini meskipun demikian dan mencabut larangan legislatif yang ada terhadap energi nuklir, seperti yang didukung oleh jajak pendapat.
Hal itu akan memungkinkan Australia siap untuk mengadopsi opsi nuklir segera jika hal itu masuk akal di masa depan.
Dengan waktu lima tahun untuk merencanakan dan menciptakan kerangka regulasi, waktu pembangunan yang optimis selama 10 tahun berarti pembangkit listrik tenaga nuklir tidak diharapkan mulai menghasilkan listrik di Australia setidaknya hingga 15 tahun ke depan.
Secara realistis, jika Koalisi memulai program energi nuklir setelah pemilu 2025, pembangkit listrik nuklir tidak diharapkan mulai menghasilkan listrik di Australia hingga tahun 2040-an.
Ini akan menjadi masalah bagi pemerintah Koalisi yang ingin membangun pembangkit listrik nuklir untuk menggantikan pembangkit listrik batu bara yang sudah tua di lokasi yang sama.
Operator Pasar Energi Australia (AEMO) memperkirakan semua pembangkit listrik berbahan bakar batu bara akan pensiun pada 2037 — 90 persen di antaranya dalam satu dekade. Dalam skenario ini, tenaga surya dan angin akan menggantikan semua pembangkit listrik berbahan bakar batu bara jauh sebelum 2040.
Dan jika Koalisi berencana mensubsidi pembangkit listrik batu bara untuk memperpanjang umur operasionalnya, maka mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2050 akan menjadi jauh lebih sulit.
Realitas emisi
Modelling oleh Frontier Economics untuk Koalisi menggunakan skenario Progressive Change — salah satu dari tiga skenario yang digunakan AEMO untuk transisi energi Australia — yang akan memakan waktu lebih lama untuk mendekarbonisasi sektor listrik dibandingkan skenario Step Change yang diusulkan oleh Partai Buruh.
Hasilnya akan menjadi emisi yang lebih besar bagi planet ini. Model terbaru oleh Climate Change Authority menghitung bahwa rencana nuklir Koalisi akan menghasilkan setidaknya dua miliar ton emisi tambahan, konsisten dengan jalur global menuju pemanasan 2,6 derajat dan meleset dari komitmen pengurangan emisi Australia pada 2030 (43 persen) lebih dari 5 persen.
Ada juga keraguan terkait klaim Koalisi bahwa rencananya lebih murah.
ModellingFrontier Economics mengatakan ya, sebagian besar karena penghematan dari penundaan penutupan pembangkit batu bara, biaya sistem tambahan untuk energi terbarukan, dan umur pakai yang lebih pendek dari pembangkit angin dan surya.
Laporan tahunan GenCost terbaru dari CSIRO-AEMO tidak setuju. Laporan tersebut memperhitungkan semua faktor yang menurut Frontier Economics membuat nuklir lebih murah — dan tetap menyimpulkan bahwa nuklir dua kali lebih mahal daripada energi terbarukan, sesuai dengan studi serupa di luar negeri.
Laporan tersebut juga tidak memasukkan subsidi pemerintah yang diperlukan untuk mendorong pembangkit listrik batu bara yang sudah tua di Australia agar tetap beroperasi hingga tahun 2040-an.
Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara tersebut akan memiliki pemilik yang enggan bersaing secara langsung dengan energi terbarukan yang jauh lebih murah, terutama pada siang hari ketika energi surya dapat secara harfiah mengalahkan batu bara dan nuklir.
Pilihan bagi pemilih pada akhirnya menyempit menjadi ini: melanjutkan transisi energi ke energi terbarukan yang lebih murah yang sudah berlangsung untuk menjaga suhu di bawah 2 derajat; atau masa depan nuklir yang tidak pasti mulai tahun 2040 yang mengakibatkan emisi lebih tinggi dan kegagalan dalam memenuhi target Paris.
Ada kemungkinan nuklir menjadi bagian dari campuran energi masa depan. Terlepas dari bagaimana sisa beberapa persen sistem listrik didekarbonisasi mendekati tahun 2050, hal itu akan sangat mahal.
Nuklir, mungkin reaktor modular kecil, mungkin menjadi kompetitif secara biaya pada tahap akhir transisi menuju net-zero — hanya waktu yang akan menjawabnya.
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